ABSTRAK

Herlambang (1223050063): Akibat Hukum bagi Pelaku Usaha yang
Memanfaatkan Ketiadaan Mekanisme Penahanan Dana dalam Transaksi Jual Beli
melalui Media Sosial menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang
Perlidungan Konsumen (Studi Kasus Jual Beli Daring di Facebook Marketplace)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
memberikan jaminan terhadap hak konsumen untuk memperoleh barang sesuai
nilai tukar, kondisi, dan jaminan yang dijanjikan sebagaimana diatur dalam Pasal 4
huruf b. Namun, praktik transaksi jual beli daring melalui Facebook Marketplace
masth menunjukkan adanya kerentanan perlindungan konsumen karena platform
tersebut tidak menggunakan mekanisme penahanan dana (escrow) yang menjamin
keamanan pembayaran hingga barang diterima konsumen. Ketiadaan mekanisme
tersebut membuka peluang bagi pelaku usaha untuk menerima pembayaran tanpa
menyerahkan barang.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan hukum antara
konsumen dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli daring di Facebook
Marketplace, mengkaji akibat hukum bagi pelaku usaha yang memanfaatkan
ketiadaan mekanisme penahanan dana, serta menelaah bentuk perlindungan hukum
yang tersedia bagi konsumen yang dirugikan.

Landasan konstitusional penelitian ini adalah UUD 1945. Landasan teori
yang digunakan meliputi teori kepastian hukum, teori perjanjian jual beli, dan teori
perlindungan konsumen. Penelitian ini juga berlandaskan pada Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan
yuridis normatif. Data kualitatif bersumber dari bahan hukum primer, khususnya
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahan
hukum sekunder berupa buku dan penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier
seperti kamus dan sumber daring kredibel. Data dikumpulkan melalui studi
kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan hukum antara konsumen
dan pelaku usaha dalam transaksi jual beli daring di Facebook Marketplace telah
lahir sejak tercapainya kesepakatan mengenai barang dan harga sebagaimana diatur
dalam Pasal 1458 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Pelaku usaha yang tidak
menyerahkan barang setelah menerima pembayaran telah melanggar hak konsumen
sebagaimana diatur dalam Pasal 4 huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen, serta menimbulkan akibat hukum berupa
wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum. Wanprestasi terjadi apabila pelaku
usaha tidak menyerahkan barang yang telah dibayar oleh konsumen, sedangkan
perbuatan melawan hukum terjadi apabila tindakan pelaku usaha melanggar
kewajiban hukum umum, hak subjektif konsumen, atau prinsip kehati-hatian dalam
bertransaksi. Bentuk perlindungan hukum bagi konsumen yang dirugikan tersedia
dalam bentuk preventif dan represif melalui penyelesaian sengketa di Badan
Penyelesaian Sengketa Konsumen maupun pengadilan.
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